BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATU BUPATI MUNA
NOMOR 7 X TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2018

aimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018 pada SKPD
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun
Anggaran 2018 pada SKPD Dinas Kesehatan;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan Tahun Anggaran 2018 pada SKPD Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran
2018 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2018 pada SKPD
Dinas Pariwisata;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 pada SKPD
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
Tahun Anggaran 2018 pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, b, c, d, e, f dan g maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Muna Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);

Peraturan Bupati Muna Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2017 Nomor 39).



MEMUTUSKAN:

'netapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN
ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan,;
Daerah adalah Kabupaten Muna.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
Bupati adalah Bupati Muna.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Muna.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten
Muna selaku Pengguna Anggaran yang melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah
yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 2

BD Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah sebesar Rp. 1.200.990.439.332,00 bertambah /berkurang sebesar Rp. 0,00 sehingga menjadi
yesar Rp. 1.200.990.439.332,00 terdiri atas :

Pendapatan
a. Semula Rp. 1.128.158.730.591,00
b. Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.128.158.730.591,00



Belanja

a. Semula Rp. 1.200.990.439.332,00
b. Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.200.990.439.332,00
(Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 72.831.708.741,00)
Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 103.362.720.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 103.362.720.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 30.531.011.259,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 30.531.011.259,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 72.831.708.741,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3
ngkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 tercantum pada Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
wri Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

rubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga)
rcantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yaitu pada SKPD : Urusan Wajib
layanan Dasar Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Belanja Langsung Dinas Kesehatan,
‘usan Wajib Pelayanan Dasar Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Belanja
ngsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pilihan Belanja Langsung Dinas Pariwisata, Urusan Pilihan Belanja
ngsung Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Urusan Pilihan Belanja Langsung Dinas Peternakan dan Kesehatan
*'wan, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beritz
Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

Diundangkan di Raha
pada tanggal 7» Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH,
NURDIN PAMONE
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2018 NOMOR
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LAMPIRANI PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR : 2B TAHUN 2018
TANGGAL  : 07 MEI 2018
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
OMOR ORAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
PENDAPATAN P 1.128.158.730.591,00 1.128.158.730.591,00 0,00 0,00

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.125.310.000,00 |  100.125.310.000,00 0,00 0,00

1.1 Pendapatan Pajak Daerah 605800000000 |  6.058.000.000,00 000 | 000

o2 Hasil Retribusi Daerah 3.479.000.000,00 3.479.000.000,00 0,00 0,00

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00

.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 87.088.310.000,00 87.088.310.000,00 0,00 0,00

¥’ DANA PERIMBANGAN ' 918.438.317.000,00 © 918438317.00000 | 00| 000

sl Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1398726900000 | 1398726900000 | 10,00 0,00 |
et 2 Dana Alokasi Umum 658.128.350.000,00 658.128.350.000,00 0,00 0,00
oo 2 Dana Alokasi Khusus 246.322.698.000,00 246.322.698.000,00 0,00 0,00
i LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 109595103591,00 109595103591,00 T 0,00 | (A),OOU
.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya " 7519.832591,00 | 7.519.832.591,00 0,00 0,00
..3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 101.975.271.000,00 101.975.271.000,00 0,00 0,00
3wl Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
) BELANJA 3 1.200.990.439.332,00 1.200.990.439.332,00 0,00 0,00
)1 BELANJA TIDAK LANGSUNG [ 688.376.060.467,00 T 688.268.060.467,00 "~ (108.000.000,00) (0,02)
Bl o Belanja Pegawai ' 496.748.096.000,00 |  496.748.096.000,00 T o0 | 0,00
| R Belanja Bunga 7.966.652.253,00 7.966.652.253,00 0,00 0,00
k143 Belanja Subsidi 3.854.970.000,00 3.854.970.000,00 0,00 0,00
| .. Belanja Hibah 9.284.200.000,00 9.176.200.000,00 (108.000.000,00) (1,16)
1.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 953.700.000,00 953.700.000,00 0,00 0,00
Yo 137 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik 169.466.832.900,00 169.466.832.900,00 0,00 0,00
¥ 148 Belanja Tidak Terduga 101.609.314,00 101.609.314,00 0,00 0,00
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P N— JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5=4-3 6
2.2 BELANJALANGSUNG 512.614.378.865,00 |  512.722.378.865,00 | © 108.000.000,00 | 002
5.2l Belanja Pegawai 52.434.966.840,00 52.434.966.840,00 0,00 0,00
2.3.2 Belanja Barang dan Jasa 148.202.648.525,00 150.466.097.525,00 2.263.449.000,00 1,53
5 9.9 Belanja Modal 311.976.763.500,00 309.821.314.500,00 (2.155.449.000,00) (0,69)
SURPLUS / (DEFISIT) | (72.831.708.741,00) (72.831.708.741,00) 0,00 0,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH
5.4 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 103.362.720.000,00 103.362.720.000,00 0,00 0,00
P % | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3.362.720.000,00 3.362.720.000,00 0,00 0,00
3+ 14 Penerimaan Pinjaman Daerah 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 0,00 0,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 30.531.011.259,00 30.531.011.259,00 0,00 0,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 30.531.011.259,00 30.531.011.259,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 72.831.708.741,00 72.831.708.741,00 0,00 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 000 | 000
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